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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
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TENTANG

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN

UNTUK KEGIATAN USAHA PERBANKAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
disebutkan Usaha Berbasis Syariah adalah setiap jenis
usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah yang meliputi antar lain perbankan
syariah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka
melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak
Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha
Perbankan Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
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Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4988);

3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEGIATAN
USAHA PERBANKAN SYARIAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan,
kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya.

3. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank
Syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadi’ah atau
akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dalam
bentuk giro, tabungan, deposito atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu.

4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang
memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

5. Nasabah Investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di
bank syariah dan/atau unit usaha syariah dalam bentuk investasi
berdasarkan akad antara bank syariah atau unit usaha syariah dan
nasabah yang bersangkutan.

6. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di
bank syariah dan/atau unit usaha syariah dalam bentuk Simpanan
berdasarkan akad antara bank syariah atau unit usaha syariah dan
nasabah yang bersangkutan.
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